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T 1 U - Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan mengenai

sistem perizinan dan pengawasan INNR

(seperti KH-IP$B3)
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T 1 K 2 Indikator Kompetensi

Peserta mampu:

> Mendeskripsikan peran dari Badan Pelaksana dan Badan
Pengawadais sesuai dengan UU 10 / 1997 tentang
Ketenaganukliran

» Menyebutkan Tahapan dan jenis perizinan INNR

o Menyebutkan lingkup dan masa berlaku izin pemanfataan
bahan nuklir

agus.sunarto@brin.go.id
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T 1 K 2 Indikator Kompetensi
(cont’d)

» Menunjukkan nuklida-nuklida yang dikecuclikan dari izin
» Menyebutkan kondisi berakhirnya Izin INNR
» Menyebutkan instrumen pengawasan
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OUTLINE

- PENDAHULUAN
» SISTEM PERIZINAN INNR:
v lzin Operasi
v lzin Pemanfaatan
v Izin Bekerja
» SISTEM PENGAWASAN INNR:
v Pengawasan Internal
v Pengawasan Eksternal
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PENDAHULUAN [']

Badan Pelaksana & Pengawas = UU No. 10/1997 = Ps. 3 & 4

Badan Pelaksana bertugas
melaksanakan pemanfaatan
tenaga nuklir

Badan Pengawas terhadap segala
kegiatan pemanfaatan tenaga
nuklir

agus.sunarto@brin.go.id
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PENDAHULUAN (2]

- Fungsi Badan Pelaksana

penelitian dan pengembangan

Q penyelidikan umum

pengelolaan LiRA

agus.sunarto@brin.go.id
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PENDAHULUAN (3]

- Fungsi Badan Pengawas

Peraturan 2 sbg pedoman kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir (p.t.n)

d

Inspeksi > sbg controller p.t.n.

agus.sunarto@brin.go.id
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PENDAHULUAN [4]

- Kewajiban memiliki I1zin P.T.N

Ps.17 UU 10/1997 : Setiap pemanfaatan
tenaga nuklir wajib memiliki I1zin

Ps.41 s/d Ps.43 UU 10/1997 : Sanksi bagi
yang memanfaatkan T.N tanpa izin
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DAN INOVASI NASIONAL

Pasal 17

(1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali
dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan /
Pemerintah.

(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir /
lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

(3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

agus.sunarto@brin.go.id
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BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan
dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama /
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah)

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wvang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00 (satu

miliar rupiah).

(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan avat (2), terpidana dipidana dengan kurungan
paling lama 1 (satu) tahun.

agus.sunarto@brin.go.id
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PENDAHULUAN 5]

- Peraturan terkait INNR, diantaranya :

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

—— 1. PP 2/ 2014 = Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir 4

—— 2. PP 54/ 2012 = Keselamatan dan Keamanan IBN (termasuk Safeguards)

3. Per_BAPETEN No. No 5/ 2023 - Penatalaksanaan Modifikasi INNR

4. Perka BAPETEN No. 7/ 2019 - Izin Bekerja Petugas IBN

s 5. Perka BAPETEN No. 9/ 2015 — Ketentuan Perawatan INNR

07/11/2024 12

agus.sunarto@brin.go.id



PENDAHULUAN (¢l

- Peraturan terkait INNR, diantaranya :

DAN INOVASI NASIONAL

s 6. Perka BAPETEN No. 4/ 2014 — BKO INNR ———

8. Perka BAPETEN No. 4/ 2011 - Sistem Seifgard
e 9. Perka BAPETEN No. 11/ 2007 — Ketentuan Keselamatan INNR s

10. Perka BAPETEN No. 3/ 2006 — Perizinan INNR —{

agus.sunarto@brin.go.id
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Licensing, Safety, Security & Safeguards
System have to be implementated

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

* RI-G

‘EA
* IAEA

e Spent Fuel
Storage

4., .
_PNuclear Mat’| |8
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SISTEM PERIZINAN [

- Ruang Lingkup PP No.2 Tahun 2014

Perizinan
Reaktor Nuklir

Perizinan
|.N.
lainnya

Pemanfaatan Bahan Nuklir

Perizinan

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

Reaktor
Daya:
1. Komersial

2. Non-
Komersial

2

Reaktor
Non-Daya:
1. Komersial

2. Non-

Komersial

/ w . o
1.Litbang 3. Produksi 5. Penga-
2.Pembuat- 4. Penyim- lihan
el panan 6. Ekspor
o \_ "

2. Persetujuan Ekspor dan Impor Bahan Nuklir

07/11/2024

Pengiriman Kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas (Persetujuan Pengiriman Kembali &
Persetujuan Pengiriman)

-
7. Impor
&/
8. Penggu-
naan
8

agus.sunarto@brin.go.id
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SISTEM PERIZINAN [2]

- Tahapan dan Jenis I1zin INNR

mm

> Izin Tapak

1. Pembangunan
> Izin Konstruksi

1. Administratif
> Izin Komisioning
2. Pengoperasian .
> Izin Operasi > 2.Teknis
3.Finansial

> Izin Dehomisioning
3. Dekomisioning

> lzin Penutupan (khusus IPL BB?/

agus.sunarto@brin.go.id
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SISTEM PERIZINAN (3] oR BRIN

- Persyaratan Izin Operasi INNR QP i
T T T
1. bukti pendirian badan 1LAK ...................................................... 1, bukti kemampuan
hukum : 2, dokumen BKO i finansial untuk
2. sesuai dengan ketentuan : 3, program PKR menjamin pelaksanaan
peraturan perundang- 4. program Perawatan Komisioning sampai
undangan (bukti hak atas : 5. dokumen sistem Safeguards pelaksanaan operasi;
tanah, IMB, sertifikat : 6. dokumen rencana proteksi fisik : 2, bukti jaminan finansial
penerapan SMK3, izin usaha 7. dohumen sistem manajemen pelaksanaan
jasa konstruksi, izin PMA, : 8, program Dekomisioning INNR Dekomisioning INNR:
sertifikat laik fungsi) : 9. program kesiapsiagaan nuklir ;| 3. bukti kemampuan
3. kesesuaian dengan penataan : 10.laporan pelaksanaan izin finansial pertanggung-
B lingkungan jawaban kerugian
E"4. buhti pembayqrqn biaya '. ..................................................................... nuhlir (Asuransi I
:  permohonan izin jaminan keuangan
............................................................... lainnya).

agus.sunarto@brin.go.id
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SISTEM PERIZINAN [4]

- Proses Perolehan Izin Operasi INNR

Permohonan Izin
Operasi

BAPETEN

- Syarat Administratif
- Syarat Teknis
- Finansial

07/11/2024

\ 4

(Review & Assessment)

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

y 3

elengkapan
Dokumen
[1 bulan]

Melengkapi Dokumen
[3 bulan]

4

A

Penilaian
Teknis
[2 tahun]

Revisi D

okumen

[2 tahun]

4

A

IZIN OPERASI
(max 20 tahun; atau max
50 tahun

\ 4

J

y

PERMOHONAN DITOLAK

PENGOPERASIAN

agus.sunarto@brin.go.id
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SISTEM PERIZINAN (3]

- Masa berlahku Izin Operasi INNR : Paling lama:

» 20 tahun (INNR termasubk KH-IPSB3 selain instalasi
penyimpanan lestari)

» 50 tahun (Instalasi Penyimpanan Lestari)

07/11/2024 19


P'izin P'awas INNR kirim new.docx

SISTEM PERIZINAN [¢]

- Utilisasi &/ Modifikasi INNR

» $elama masa berlakunya izin operasi, Pemegang Izin dapat
mengajukan permohonan kegiatan Utilisasi dan/atau
Modifikasi.

> Kegiatan Utilisasi dan/atau Modifikasi dilakukan setelah
memperoleh persetujuan dari Kepala BAPETEN

> Permohonan tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan
melampirkan dokumen:

a. program Utilisasi dan/atau Modifikasi: dan
b. sistem manajemen

07/11/2024
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P'izin P'awas INNR kirim new.docx

SISTEM PERIZINAN 7]

- Utilisasi &/ Modifikasi INNR
PERSETUJUAN UTILISASI dan/atau MODIFIKASI

Perbaikan 6 bin *

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

30 hr - 6 bln
. a  vPenilaian a Persetujuan

‘Pemohon | . BAPETEN | Kelengkapan, Y3, “Teviaan o, Y& tilisasil
= *% 4 \ y Modifikasi
« Program | \/
Utilisasi/ |
Modifikasi tidak tidak
» Sistem
Manajemen

*Penilaian teknis dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak dokumen dinyatakan lengkap.
Utilisasi : penggunaan Instalasi Nuklir, penggunaan eksperimen, atau ‘

.

agus.sunarto@brin.go.id
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SISTEM PERIZINAN 03]

- Perpanjangan Izin Operasi INNR

* Permohonan diajukan paling singkat 3 tahun
sebelum habis masa berlakunya izin

» LAK ; Lap. PKB ; Lap. Operasi ; Lap. Kajian Penuaan

* Paling banyak 2 X @ 10 tahun (INNR selain Instalasi
Penyimpanan Lestari/lPL)

* Paling lama 50 tahun(IPL)
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P'izin P'awas INNR kirim new.docx

SISTEM PERIZINAN [°!

- Perpanjangan Izin Operasi INNR
PERPANJANGAN IZIN OPERASI INNR

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

2 thn
| | « /\ Ya  1zinoO i
. Penil _Izin Operasi

'Pemohon* | +[BAPETEN |~ rersyarata diperpanjang

'« LAK

- LPKB
'« L%p. Operasi tidak
= Lap. Kajian !
Penuaan Izin Operasi tidak

diperpanjang

* Permohonan diajukan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum Izin Operasi
berakhir.

*dari s/ide presentation : Perizinan Pengawasan INNR oleh Evin Yuliati, BAPETEN 23




SISTEM PERIZINAN 03]

- Berakhirnya IZIN

masa berlaku izin habis;

badan hukum bubar atau dibubarkan;

Pl mengajukan permohonan penghentian izin;

dicabut oleh Kepala BAPETEN.

OOO®

agus.sunarto@brin.go.id
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2. 1zin Pemanfaatan Bahan
Nuklir (IPBN)

Lingkup IPBN :

1. Litbang 6. Pengalihan

2. PBGN 7. Impor & Ekspor
3. Pembuadtan 8. Penggunaadn
4. Produksi

5. Penyimpanan

07/11/2024 25


P'izin P'awas INNR kirim new.docx

DAN INOVASI NASIONAL

Masa berlaku IPBN :]; BRIN

No. Tujuan Pemanfaatan Bahan Nuklir Masa Berlaku

Masa Berlaku dan Perpanjangan lzin

1 Penelitian dan pengembangan 3 (tiga) tahun
» I Pembuatan 2 (dua) tahun Pl L1
Masa berlaku izin untuk;
3 Produksi 2 ( dua) tahun asabercfd.cummuntu |
a. - pencltian dan pengembangan 3 [tiga) tahun;
Penyimpanan 5 (lima) tahun b, pembuetan 2 (dua) tahun;
5 Pengalihan 1 (satu) tahun ¢. - produksi2 (dua) tahun,
d. penyimpanan 9 (ima tahun;
Ekspor 1 (satu) tahun e pengalihan 1 [satu) tehun
lFpor 1 (satu) tahun f,  ekspor | (satu] tahun;
g, impor | (satu) tahun; dan
I Penggunaan 5 (lima) tahun b penggunaan i)t

agus.sunarto@brin.go.id
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Yang Dikecualikan dari IPBN
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BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN
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PETUGAS IBN di KH-IP$SB3

Surat Izin Bekerja (5IB) sesuai Perka BAPETEN No. 7
Tahun 2019 tentang Petugads Instalasi dan Bahan Nuklir
meliputi :

1. SIB Operator dan Supervisor
2. $IB Petugcas Proteksi Radiasi

3. $IB Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir
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PENGAWASAN IBN di KH-IPSB3

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

INTERNAL
(JM DPFK ; PanKes
INR & INNR)

Nasional Internasional
(BAPETEN) (IAEA)

agus.sunarto@brin.go.id
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PERATURAN BRIN No. 1 TAHUN 2021

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

oY BRIN

Pasal 99, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan fasilitas ketenaganulkliran;
b. pelaksanaan kontrol kualitas, penerapan standar, dan A@'ey
akreditasi; 2
c. pelaksanaan layanan fasilitas penvelenggaraan %G
ketenaganukliran; %'YO%
- -pe?ggoﬁa? -op?ragiglz “dan -pgne iharaan Tamias‘ ’l"o "OOG ff@é},
I penyelenggaraan ketenaganukliran; I G«YO Q o O,p {‘/;f‘ QY/I/‘
e. pelaksanaan keselamatan, keamanan, dan perlindunganl %'P/ %«S‘ 7’@ l% OO‘,I, /}Vob
\ = vilites pravelengrarqankoienaganruklitan o o o o o d ‘9@»;%;%@ o R,
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang %\/}VO 7377, ~ 46}04)
pengelolaan fasilitas ketenaganukliran; L«‘yk? 44"@ k
I‘,c:?. = Pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan  pengelolaan] ‘4 o %
- = fgsgta_s k-et&n%a-nuédiﬁa& d-an- EEN B BN BN B B B . -' jo{lfi{

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi

Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi.

Pasal 101
Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Fasilitas

Ketenaganukliran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

agus.sunarto@brin.go.id

07/11/2024 31



PENGAWASAN IBN di KH-IP$B3

1. Internal BRIN : JM-DPFK, PanKes INR-INNR
> (PP 54/2012 & SK Ka.BRIN)

2. BAPETEN : Safety ; Seifgard (PIT/ PIV & AP) ; PFIBN ;
Lingkungan dan LiRA
- (UU 10/1997; UU Ciptaker; PP 2/2014; PP 54/2012)

3. IAEA : Seifgard (PIV, CA, ES, DIV, AP & OSR)
= (INFCIRC 283 & INFCIRC 283 Add.1; INFCIRC 225 Rev.5)
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Rangkuman []

UU No. 10/1997 . Penyelenggaraan ketenaganukliran
oleh Badan Pelaksana (BRIN, sebelumnya BATAN) dan

Badan Pengawas (BAPETEN).

Pengoperasian INNR termasuk KH-IPSB3 perlu ada Izin
Operasi, Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir dan Izin Bekerja
bagi Petugas IBN dengan masa berlaku tertentu dan
dapat diperpanjang masa berlakunya.
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Rangkuman [2]

Perizinan yang dimiliki KH-IPSB3 akan berakhir bila @masa berlaku
izin habis; ®@badan hukum bubar atau dibubarkan; ® Pl mengajukan
permohonan penghentian izin; @dicabut oleh Kepala BAPETEN.
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The
for you: ttention

agus.sunarto@brin.go.id
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